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PENGANTAR REDAKSI

Pada edisi bulan Juni ini, Jurnal Negara Hukum (JNH) tetap memuat hasil 
kajian, penelitian, dan analisis hukum dalam berbagai bidang,  seperti hukum 
ekonomi, pidana, dan ketatanegaraan. Edisi ini memuat 7 (tujuh) tulisan yang 
bervariasi sesuai dengan bidang kajian hukum yang disebutkan sebelumnya. 
Istimewanya, JNH kali ini memuat 2 (dua) tulisan yang berasal dari luar peneliti 
hukum P3DI, yaitu dari Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli Anggota DPR RI.

Tulisan pertama ditulis oleh Sulasi Rongiyati, berjudul “Land Reform melalui 
Penetapan Luas Tanah Pertanian (Kajian Yuridis terhadap Undang-Undang No. 
56/PRP/Tahun 1960 tentang Penetapan  Luas Tanah Pertanian)”. Dalam tulisan ini 
dikatakan, bahwa Land reform dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, khususnya petani yang tidak memiliki tanah. Analisis dilakukan 
terhadap  pelaksanaan land reform di Indonesia yang didasarkan pada UUPA 
yang mengatur pembatasan pemilikan dan penguasaan tanah dan kemudian 
dijabarkan dengan UU No. 56/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah 
Pertanian (UUPT). Berdasarkan hasil analisis Penulis, Land Reform dalam UU 
tersebut diwujudkan melalui pengaturan luas maksimum dan minimum tanah 
pertanian dan redistribusi tanah. Namun, implementasi UU ini belum efektif 
karena beberapa ketentuan berpotensi dilakukannya penyelundupan hukum 
untuk menghindari ketentuan pembatasan luas tanah pertanian serta kebijakan 
pendukung yang belum memadai. 

Selanjutnya, Harris Y. P. Sibuea menulis tentang “Tinjauan Yuridis atas Hak 
Guna Ruang Bawah Tanah sebagai Lembaga Hak Baru dalam Hukum Tanah 
Nasional Indonesia”. Dalam tulisan ini dikatakan bahwa pemanfaatan dan 
penggunaan tanah di atas permukaan tanah sudah overload, disebabkan oleh arus 
urbanisasi yang semakin meningkat khususnya ke kota-kota besar. Dalam hasil 
analisisnya, Penulis mengatakan bahwa peningkatan arus urbanisasi tersebut 
tidak diimbangi oleh jumlah luas tanah di atas permukaan bumi yang pada 
akhirnya mencari ruang di bawah tanah untuk digunakan sebagai kepentingan 
tempat tinggal, usaha, dan publik. Kepastian hukum atas kepemilikan atas 
tanah sudah ada payung hukumnya, namun terjadi kekosongan hukum 
terhadap pengaturan pemanfaatan ruang di bawah tanah. Ruang-ruang bawah 
tanah seperti di Kota dan Blok-M bukan hanya dimanfaatkan sebagai terminal 
kedatangan keberangkatan bus-way, namun juga dimanfaatkan untuk kegiatan 
usaha masyarakat. Pemanfaatan ruang bawah tanah tersebut tidak ada peraturan 
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perundang-undangan bidang agraria yang mengaturnya. Oleh karena itu, hukum 
harus merespon kekosongan hukum tersebut di mana diperlukan suatu kebijakan 
yang mengatur alas hak penggunaan ruang di bawah tanah, agar tidak terjadi 
konflik di masa depan dan terjaminnya suatu kepastian hukum di bidang agraria.

Tulisan Nikolas Simanjuntak berjudul “Penguatan Lembaga Adat sebagai 
Alternatif Penyelesaian Sengketa”. Dalam tulisan ini disebutkan, bahwa para 
sarjana post-kolonial telah mewariskan pengetahuan mengenai hukum adat 
yang bersendikan pada dasar hubungan kesedarahan (genealogis) dan kedaerahan 
(territorial). Dari mereka itu diketahui ada lebih dari 200an hukum adat yang khas 
tersebar di wilayah nusantara, yang kemudian masing-masing adat itu secara terpisah 
berkembang lagi dengan hukumnya dan lembaga pengadilan adat yang khusus, 
baik yang berada dalam situasi wilayah yang tertutup di daerah pedesaan maupun 
di wilayah yang terbuka dalam konteks modern sebagai masyarakat perantau di 
perkotaan (urban migran). Penulis mengemukakan, bahwa Alternatif Penyelesaian 
Sengketa di Luar Pengadilan telah diberlakukan dengan Undang-undang No.30 
Tahun 1999, yang sebelumnya dipersiapkan pada masa-masa awal terjadinya multi-
krisis Indonesia menuju era reformasi. Dengan Undang-undang itu diharapkan 
banyak hal akan dapat diselesaikan untuk memotong rantai rumitnya kompleksitas 
soal di dalam praktik pelaksanaan hukum acara yang selama ini terjadi. Melalui 
tulisan ini, penulis berharap lembaga hukum adat bisa dikembangkan dengan 
penguatan yang menjadi praktik penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut 
hukum yang berlaku saat ini. Bahkan, bisa digunakan untuk mencapai pelaksanaan 
konsep hukum restoratif yang berkeadilan, yakni dengan menerapkan kombinasi 
hukum adat dalam situasi masyarakat pedesaan yang tertutup di masa lalu, ke arah 
konteks masyarakat yang terbuka di era global modern masa kini. 

Tulisan Trias Palupi Kurnianingrum dengan judul “Redenominasi Rupiah 
dalam Perspektif Hukum”. Dalam tulisan ini dikemukakan bahwa redenominasi 
merupakan salah satu wacana yang akan dilakukan oleh Pemerintah dengan 
tujuan untuk mengefektifkan perekonomian agar menjadi lebih efisien serta 
untuk meningkatkan kebanggaan rupiah di mata dunia Internasional. Namun, 
untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah perkara yang mudah, masih banyak 
pro-kontra. Berdasarkan analisis penulis, redenominasi memang memberikan 
banyak manfaat namun juga dapat menimbulkan dampak negatif yakni inflasi 
akibat pembulatan harga. Oleh karena itu, perlu persiapan yang dilakukan, seperti 
mempersiapkan landasan hukum guna menjamin kepastian dan perlindungan 
hukum, menyiapkan infrastruktur yang tepat serta sosialisasi intensif kepada 
masyarakat. Pengaturan yang komprehensif sangat diperlukan untuk menjamin 
kepastian hukum dan mewujudkan apa yang bermanfaat bagi banyak orang.  
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Tulisan Puteri Hikmawati berjudul “Upaya Perlindungan Whistleblower dan 
Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi. Dalam tulisan ini dikatakan 
bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, banyak kasus yang belum 
terungkap. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya alat bukti keterangan saksi. 
Saksi merasa enggan memberikan kesaksian karena mungkin mendapat ancaman 
atau intimidasi dari pelaku. Saksi dan pelapor kurang mendapat perlindungan hukum. 
Dalam penanganan kasus korupsi muncul istilah whistleblower (pelapor) dan justice 
collaborator (saksi pelaku yang bekerjasama). Penulisan kajian ini dimaksudkan 
untuk mengkaji formulasi norma hukum yang mengatur perlindungan saksi dan 
pelapor tindak pidana korupsi serta pelaksanaannya. Dalam analisisnya, penulis 
mengemukakan, bahwa kebijakan perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi 
saksi telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Sedangkan ketentuan perlindungan saksi dan korban umumnya 
secara khusus diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban. Sementara perlindungan terhadap pelapor tidak diatur secara rinci 
dalam UU No. 13 Tahun 2006 tersebut. Oleh karena itu, menimbulkan masalah 
dalam pelaksanaannya. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 
2011 dibuat untuk mengadopsi istilah whistleblower dan justice collaborator. Namun 
ketentuan SEMA tersebut menimbulkan permasalahan. Salah satunya, ketentuan 
dalam UU No. 13 Tahun 2006 menutup peluang bagi Pelapor sebagai whistleblower, 
yang memiliki itikad baik, untuk dituntut baik secara pidana maupun perdata. 
SEMA No. 4 Tahun 2011 justru memberi peluang untuk memproses Pelapor 
atas laporan yang disampaikannya. Penulis merekomendasikan, dalam revisi UU 
No. 13 Tahun 2006 perlu diatur perlindungan terhadap whistleblower dan justice 
collaborator secara rinci.

Tulisan berjudul “Penghapusan Tahapan Penyelidikan dalam RUU tentang 
Hukum Acara Pidana”, ditulis oleh Marfuatul Latifah. Dalam tulisan ini 
dikemukakan, bahwa penghapusan tahapan penyelidikan dalam draf Rancangan 
Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana akan mengubah sistematika 
hukum acara pidana di Indonesia. Dalam analisisnya, Penulis mengemukakan, 
mengingat penyelidikan telah digunakan selama lebih dari tiga puluh tahun 
di dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia dan banyak tindak pidana 
yang menggantungkan pemecahan perkara melalui tahapan penyelidikan seperti 
tindak pidana narkotika dan tindak pidana korupsi, maka hal tersebut dapat 
mengakibatkan perubahan mendasar dalam praktik hukum acara pidana dan 
menimbulkan hambatan bagi penyelesaian perkara pidana khususnya tindak 
pidana temuan. 



NEGARA HUKUM: Vol. 4, No. 1, Juni 2013vi

Tulisan Andy Wiyanto berjudul “Pemakzulan dan Pelaksanaan  Mekanisme 
Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Dalam tulisan 
ini dikemukakan, bahwa historiografi ketatanegaraan Indonesia telah mencatat 
bahwa telah sebanyak dua kali Presiden di Indonesia diturunkan di tengah masa 
jabatannya. Catatan sejarah tersebut rupanya menyisakan polemik. Untuk itulah 
kemudian di bawah kepemimpinan Mohammad Amien Rais, MPR melakukan 
perubahan UUD 1945 yang menjadi salah satu tujuan dari reformasi. Perubahan 
tersebut tidak hanya memperbaiki mekanisme pemakzulan di Indonesia, namun 
juga menjadikan UUD 1945 tidak lagi sebagai UUD sementara sebagaimana 
yang diutarakan Soekarno dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Berdasarkan hasil analisis, sejatinya 
proses pemakzulan pasca reformasi merupakan bentuk check and balances atas 
pemilihan Presiden secara langsung. Sehingga ada legitimasi yang besar dalam 
pemerintahan pada satu sisi, juga dalam sisi yang lainnya hal itu diimbangi 
dengan proses pertanggungjawaban yang terukur. Secara akademik, konsep 
tersebut tentu sesuai dengan ilmu pengetahuan. Tinggal bagaimana hal ini 
terimplementasi dalam bentuk regulasi, mulai dari undang-undang dasar hingga 
aturan-aturan lain dibawahnya yang menjadi penjabaran-penjabaran yang lebih 
rinci dan jelas. Tulisan ini mengkaji hal tersebut dengan dimulai dari pembahasan 
struktur ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi yang menganut prinsip checks 
and balances di dalamnya, kemudian dilanjutkan dengan ulasan mengenai proses 
pemakzulan di Indonesia, yang pada akhirnya dari kedua variabel tersebut 
dibedah dengan teori-teori yang mengulas tentang sistem check and balances 
dalam sistem ketatanegaraan pada sebuah negara.

Pemikiran-pemikiran dalam tulisan yang dimuat di dalam Jurnal Negara 
Hukum ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca 
dan dapat menjadi referensi, baik untuk penelitian atau membuat kajian lanjutan, 
maupun perumusan kebijakan publik. Selamat membaca.

    
Jakarta, Juni 2013

Redaksi
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LAND REFORM MELALUI PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN
(KAJIAN YURIDIS TERHADAP UU NO. 56/PRP/ TAHUN 1960 

TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN)

Sulasi Rongiyati

Abstrak
Land reform dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya 
petani yang tidak memiliki tanah. Secara yuridis pelaksanaan land reform di Indonesia 
didasarkan pada UUPA yang mengatur pembatasan pemilikan dan penguasaan tanah 
dan kemudian dijabarkan dengan UU No. 56/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas 
Tanah Pertanian (UUPT). Land Reform dalam UU ini diwujudkan melalui pengaturan 
luas maksimum dan minimum tanah pertanian dan redistribusi tanah. Namun, 
implementasi UU ini belum efektif karena beberapa ketentuan berpotensi dilakukannya 
penyelundupan hukum untuk menghindari ketentuan pembatasan luas tanah pertanian 
serta kebijakan pendukung yang belum memadai. 

Abstract
Land reform is intended to improve the welfare of the people, especially farmers who lessland. 
Juridical implementation of land reform in Indonesia is based on UUPA restrictions governing 
the ownership and control of land and described by Act No. 56/Prp/ 1960 on Agricultural 
Land Area Determination. Land Reform Act is implemented through setting minimum and 
maximum area of agricultural land and land redistribution.  However, the implementation of 
this Act has not been effective because some provisions could potentially do to avoid smuggling 
law provision barring agricultural land and supporting policies that have not been adequate.
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TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMANFAATAN RUANG BAWAH TANAH

Harris Y. P. Sibuea

Abstrak
Pemanfaatan dan penggunaan tanah di atas permukaan tanah sudah overload yang 
disebabkan oleh arus urbanisasi yang semakin meningkat khususnya ke kota-kota 
besar. Peningkatan arus urbanisasi tersebut tidak diimbangi oleh jumlah luas tanah 
di atas permukaan bumi yang pada akhirnya mencari ruang di bawah tanah untuk 
digunakan sebagai kepentingan tempat tinggal, usaha, publik. Kepastian hukum atas 
kepemilikan atas tanah sudah ada payung hukumnya, namun terjadi kekosongan hukum 
terhadap pengaturan pemanfaatan ruang di bawah tanah. Ruang-ruang bawah tanah 
seperti di Kota dan Blok-M bukan hanya dimanfaatkan sebagai terminal kedatangan 
keberangkatan bus-way, namun juga dimanfaatkan untuk kegiatan usaha masyarakat. 
Pemanfaatan ruang bawah tanah tersebut tidak ada peraturan perundang-undangan 
bidang agraria yang mengaturnya. Hukum harus merespon terhadap kekosongan hukum 
tersebut dimana diperlukan suatu kebijakan yang mengatur alas hak penggunaan ruang 
di bawah tanah, agar tidak terjadi konflik di masa depan dan terjaminnya suatu kepastian 
hukum di bidang agraria.

Abstract
Utilization and use of land above ground level where the overload caused by the increasing 
urbanisation especially to big cities. Increasing urbanisation is not offset by the amount of land 
area on the surface of the earth is ultimately looking for underground space for use as a place 
of residence, business interests, public. Legal certainty over ownership of the land was legal 
basis, but the vacancy against setting use of underground space. Underground spaces such as 
in Kota and Blok-M is not only used as a bus-way arrival-departure terminal, but also utilized 
for the business activities of the society. Utilization of underground space is no agrarian areas 
regulations that govern it. The law must respond to the legal vacuum in which required a policy 
governing the use of the right underground space, to prevent conflicts in the future and where a 
legal certainty in the field of agrarian.
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PENGUATAN LEMBAGA ADAT
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Nikolas Simanjuntak

Abstrak
Para sarjana post-kolonial kita telah mewariskan pengetahuan mengenai hukum adat 
yang bersendikan pada dasar hubungan kesedarahan (genealogis) dan kedaerahan 
(territorial). Dari mereka itu kita ketahui ada lebih dari 200an hukum adat yang khas 
tersebar di seantero wilayah nusantara, yang kemudian masing-masing adat itu secara 
terpisah berkembang lagi dengan hukumnya dan lembaga pengadilan adat yang khusus, 
baik yang berada dalam situasi wilayah yang tertutup rapat di daerah pedesaan maupun di 
wilayah yang terbuka dalam konteks modern sebagai masyarakat perantau di perkotaan 
(urban migran).
Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan telah diberlakukan dengan 
Undang-undang No. 30 Tahun 1999, yang sebelumnya dipersiapkan pada masa-masa 
awal terjadinya multi-krisis Indonesia menuju era reformasi. Dengan Undang-undang 
itu diharapkan banyak hal akan dapat diselesaikan untuk memotong rantai rumitnya 
kompleksitas soal di dalam praktik pelaksanaan hukum acara yang selama ini terjadi.  
Makalah ini bermaksud menyajikan gambaran apa adanya mengenai lembaga hukum 
adat, apakah itu bisa dikembangkan dengan penguatan yang menjadi praktik penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan menurut hukum yang berlaku saat ini. Bahkan mungkin 
pula dengan itu diharapkan, apakah bisa digunakan untuk mencapai pelaksanaan 
konsep hukum restoratif yang berkeadilan, yakni dengan menerapkan kombinasi hukum 
adat dalam situasi masyarakat pedesaan yang tertutup di masa lalu, ke arah konteks 
masyarakat yang terbuka di era global modern masa kini.

Abstract
The legacy of postcolonial scholars has preserved the meaning of traditional law based on 
genealogical and territorial intimate relationship. Spreading at local various tribes in more 
than 200 kinds of unique tradition within the archipelago along this country, each of the 
society has separately developed their traditional law with its particular court institution, from 
splendid isolation rural area context into Indonesian modern era of urban migran open society. 
Alternative Dispute Resolution thereof has been promulgated as the Law number 30 of 1999. 
It was prepared during the Indonesian multicrisis at the beginning of reformation era. Much 
more expectation is borne in cutting the sophisticated multifaceted off the implications practices 
to the private legal proceeding. This paper intends to elaborate the picturesque of traditional 
court institution, could it be empowered into practice for alternative dispute resolution within 
the prevailing recent law. It may affect the pursuant of restorative justice concept, combining 
traditional isolation context during the ancient rural area within the open society in modern 
global context.
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REDENOMINASI RUPIAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM

Trias Palupi Kurnianingrum

Abstrak
Redenominasi merupakan salah satu wacana yang akan dilakukan oleh Pemerintah 
dengan tujuan untuk mengefektifkan perekonomian agar menjadi lebih efisien serta 
untuk meningkatkan kebanggaan rupiah di mata dunia Internasional.  Namun untuk 
mewujudkan hal tersebut bukanlah perkara yang mudah, mengingat masih banyaknya 
pro-kontra di dalamnya. Redenominasi memang memberikan banyak manfaat namun 
juga dapat menimbulkan dampak negatif yakni inflasi akibat pembulatan harga. Kiranya 
perlu adanya persiapan yang harus dilakukan oleh Indonesia seperti mempersiapkan 
landasan hukum guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum, menyiapkan 
infrastuktur yang sudah disetting dengan tepat serta sosialisasi intensif kepada masyarakat. 
Pengaturan yang komprehensif sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum 
mengingat hukum sudah sepantasnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang menjadi 
faedah bagi banyak orang.  

 Abstract
Redenomination is one of the discourse that will be conducted by the Government to effecting 
the economy that will become more efficient and to increase pride in the eyes of the International. 
But to achieve this goal is not easy, since there are many pros and cons in it. Redenomination 
does provide many benefits but also can negatively impact the price inflation due to rounding. 
However, the preparations should be done by Indonesia such as ensuring legal certainty and 
legal protection, setting up the infrastructure that has been configured in a proper and giving 
intensive socialization to the community. Comprehensive arrangement is needed to ensure legal 
certainty so can giving the benefits for many people.
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UPAYA PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER
DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Puteri Hikmawati

Abstrak
Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, banyak kasus yang belum terungkap. 
Salah satu penyebabnya adalah kurangnya alat bukti keterangan saksi. Saksi merasa enggan 
memberikan kesaksian karena mungkin mendapat ancaman atau intimidasi dari pelaku. Saksi 
dan pelapor kurang mendapat perlindungan hukum. Dalam penanganan kasus korupsi muncul 
istilah whistleblower (pelapor) dan justice collaborator (saksi pelaku yang bekerjasama). Penulisan 
kajian ini dimaksudkan untuk mengkaji formulasi norma hukum yang mengatur perlindungan 
saksi dan pelapor tindak pidana korupsi serta pelaksanaannya. Kebijakan perlindungan 
saksi dalam tindak pidana korupsi saksi telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan ketentuan perlindungan saksi dan korban 
umumnya secara khusus diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban. Sementara perlindungan terhadap pelapor tidak diatur secara rinci dalam UU 
No. 13 Tahun 2006 tersebut. Oleh karena itu, menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. 
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 dibuat untuk mengadopsi 
istilah whistleblower dan justice collaborator. Namun ketentuan SEMA tersebut menimbulkan 
permasalahan. Salah satunya, ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2006 menutup peluang 
bagi Pelapor sebagai whistleblower, yang memiliki itikad baik, untuk dituntut baik secara pidana 
maupun perdata. Namun, SEMA No. 4 Tahun 2011 justru memberi peluang untuk memproses 
Pelapor atas laporan yang disampaikannya. Oleh karena itu, dalam revisi UU No. 13 Tahun 
2006 perlu diatur perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator secara rinci.

Abstract
Corruption remains a serious problem in Indonesia, many cases are yet to be revealed. One reason is 
the lack of witness evidence. This witnesses were reluctant to testify because it might receive threats or 
intimidation from perpetrators. Witnesses and complainants receive less legal protection. In the handling 
of corruption cases that the term whistleblower and justice collaborator. This review is intended to assess 
the formulation of legal norms that regulate the protection of witnesses and reporting of corruption 
and its implementation. Witness protection regulation in corruption has been stipulated in Law no. 
31 of 1999 on Eradication of Corruption and Law no. 30 of 2002 on the Corruption Eradication 
Commission. While the witness and victim protection provisions generally are specifically provided in 
Law no. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims. While protection of the complainant 
is not regulated in detail in the Law no. 13 of 2006. Therefore, cause problems in the implementation 
Supreme Court Circular (SEMA) no. 4 of 2011 was made to adopt the term whistleblower and 
justice collaborator. However, the provisions of the SEMA causes problems. On of them, the provisions 
of Law no. 13 of 2006 closed opportunity for a reporting as whistleblower, who has a good faith, to 
be prosecuted either criminal or civil. However, SEMA no. 4 of 2011 gives the opportunity to process 
the whistleblower for the report had to say. Therefore, in the revised Law no. 13 of 2006 should be set 
against the whistleblower and justice protection in detail.
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PENGHAPUSAN TAHAPAN PENYELIDIKAN 
DALAM RUU TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Marfuatul Latifah

Abstrak
Penghapusan tahapan penyelidikan dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang 
Hukum Acara Pidana akan mengubah sistematika hukum acara pidana di Indonesia. 
Tulisan ini bermaksud mengkaji penghapusan penyelidikan dan konsekuensi  yang 
akan ditimbulkan. Mengingat penyelidikan telah digunakan selama lebih dari tiga 
puluh tahun di dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia dan banyak tindak 
pidana yang menggantungkan pemecahan perkara melalui tahapan penyelidikan seperti 
tindak pidana narkotika dan tindak pidana korupsi, hal tersebut dapat mengakibatkan 
perubahan mendasar dalam praktik hukum acara pidana dan menimbulkan hambatan 
bagi penyelesaian perkara pidana khususnya tindak pidana temuan. 

Abstract
The Removal of Investigation at Criminal Law Procedure bill, would change the system of 
criminal law procedure in Indonesia. This paper intends to analyze the removal of investigation 
and the consequences. Considers that the investigation have been used for over thirty years 
at the criminal justice system in Indonesia and many criminal offences solved by using the 
investigation method, for example Narcotics and Corruption. It might be caused fundamental 
change in the practice of criminal procedure law and raises barriers to the completion of the 
criminal cases in particular fond-case.
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PEMAKZULAN DAN PELAKSANAAN MEKANISME CHECKS AND BALANCES
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Andy Wiyanto

Abstrak
Historiografi ketatanegaraan Indonesia telah mencatat bahwa telah sebanyak dua kali 
Presiden di Indonesia diturunkan ditengah masa jabatannya. Catatan sejarah tersebut rupanya 
menyisakan polemik. Untuk itulah kemudian di bawah kepemimpinan Mohammad Amien 
Rais, MPR melakukan perubahan UUD 1945 yang menjadi salah satu tujuan dari reformasi. 
Perubahan tersebut tidak hanya memperbaiki mekanisme pemakzulan di Indonesia, namun 
juga menjadikan UUD 1945 tidak lagi sebagai UUD sementara sebagaimana yang diutarakan 
Soekarno dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 
1945. Sejatinya proses pemakzulan pasca reformasi merupakan bentuk check and balances atas 
pemilihan Presiden secara langsung. Sehingga ada legitimasi yang besar dalam pemerintahan 
pada satu sisi, juga dalam sisi yang lainnya hal itu diimbangi dengan proses pertanggungjawaban 
yang terukur. Secara akademik, konsep tersebut tentu sesuai dengan ilmu pengetahuan. Tinggal 
bagaimana hal ini terimplementasi dalam bentuk regulasi, mulai dari undang-undang dasar 
hingga aturan-aturan lain dibawahnya yang menjadi penjabaran-penjabaran yang lebih rinci 
dan jelas. Tulisan ini mencoba untuk membedah hal tersebut dengan dimulai dari pembahasan 
struktur ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi yang menganut prinsip checks and balances 
di dalamnya, kemudian dilanjutkan dengan ulasan mengenai proses pemakzulan di Indonesia, 
yang pada akhirnya dari kedua variabel tersebut dibedah dengan teori-teori yang mengulas 
tentang sistem chesks and balances dalam sistem ketatanegaraan pada sebuah Negara.

Abstract
Historiography of Indonesia constitutional has noted that the President of Indonesia has twice 
lowered in the middle of his tenure. The historical record apparently leaves a polemics. In 
this case under the leadership of Mohammad Amien Rais, MPR (Majelis Permusyawaratan 
Rakyat)  make changes UUD 1945 to be one of the purposes of the reform. The changes are 
not only revise mechanism of impeachment in Indonesia, but also makes the 1945 Constitution 
no longer as temporary as stated Soekarno in the PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia) Indonesia Independence Preparatory Committee meeting dated August 18, 1945. 
even impeachment process after reformation is form of Checks and balances on the direct 
election of the President. so there is legitimacy in the Goverment on the one hand in one side, 
and the other side it is balanced measurable accountability proccess. Academically, the concept 
is certainly based on science. How this implemented in the form of regulation , start from basic 
laws to other rules it below to be explanations more detail and clear. This paper try to explain 
these cases started from criticism structure of Indonesia constitutional after the reform that 
embracing Checks and Balances principle. Then followed by a review of the impeachment 
process in Indonesia, and then the end of two variables are elaborate more deeply with teories 
Checks and Balances system in the state system in a country.


